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MOTTO : 

 “Knowing yourself is the beginning of wisdom.” 

    -Aristole 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu tentang hukum pidana sebagai gejala masyarakat, yang mengenai 

bekerjanya pelaksanaan hukum pidana dalam arti luas didalam masyarakat, jadi 

tidak bekerjanya terhadap tersangka atau pembuat. Secara sosiologis, 

masyarakat pada umumnya menaati ketentuan pidana itu. Hanya sebagian kecil 

yang melanggarnya yang disebut tersangka atau pembuat.1Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Indonesia tidak menyebutkan bahwa subjek hukum 

pidana hanya manusia/pribadi kodrati (naturlijke persoon), kesimpulan tentang 

korporasi atau badan hukum (juridical persoon) tidak mungkin menjadi subjek 

tindak pidana umum dalam hukum pidana positif saat ini berasal dari pemikiran 

ahli hukum yang berkembang (doktrin/communis opinio doctorum). 

Manusia sebagai subjek hukum pidana umum memiliki hak dan 

kewajiban. Setiap manusia yang menghuni bumi memiliki tanggung jawab, baik 

dengan kemauan ataupun tanpa kemauan. Tanggung jawab sebagaimana 

melekat sebagaimana melekatnya  nama seseorang sepanjang hidupnya. Bahkan 

setelah meninggal pun orang dimana tidak bertanggung jawab akan terus 

dikenang oleh sejarah.  

Tanggung jawab manusia tertuju pada tiga hal, kepada Tuhannya, 

kepada dirinya, dan kepada makhluk lain selain dirinya. Tanggung jawab itu 

                                                           
1Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana” (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2005) hlm. 
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bisa langsung atau tidak langsung. Tanggung jawab bersifat langsung, bila si 

pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya.2 Salah satu bentuk 

tanggung jawab manusia adalah kepada hewan, tumbuhan, dan makhluk lain 

sekitarnya. Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki raga, jiwa, namun 

tidak disertai akal seperti manusia, namun ia wajib disayangi dan diperlakukan 

selayaknya. Seperti manusia yang memiliki hak-hak kesejahteraan, hewan juga 

memiliki konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan (kesrawan). Animal 

Welfare (Kesejahteraan hewan), adalah ekspresi yang berkenaan dengan moril. 

Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang 

dipelihara atau bebas di alam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Dalam teori 

Kesejahteraan Binatang ada ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia 

terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat 

meningkatkan kualitas hidup hewan itu.3 

Kesejahteraan hewan adalah semua hal yang berkaitan dengan kondisi 

fisik dan mental makhluk hidup sesuai dengan perilaku normal makhluk yang 

harus dilakukan dan diberi wewenang untuk melindungi makhluk dari 

perlakuan dimana tidak patut individu terhadap makhluk yang dimanfaatkan 

oleh manusia.4. OIE (World Organisation for Animal Health) di Inggris telah 

mengenalkan konsep kesejahteraan hewan pada tahun 1992 dengan Five 

Freedoms atau lima kesejahteraan hewan, yakni: 

                                                           
2 Muhammad Erwin, “Filsafat Hukum” (Palembang: Rajawali Pers, 2010) hlm. 342 
3 Kadek Karang Agustina, Diktat Kuliah: “Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)”, (Bali: 

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2017) hlm.1 
4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 

poin 42 
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1. Freedom from Hunger and Thirst. 

Bebas dari rasa lapar, haus, dan malnutrisi. Tiap hewan mempunyai 

akses pada air segar serta pakan yang memadai untuk memelihara atau 

mempertahankan kesehatan dan kebugarannya. 

2. Freedom of Thermal and Physical Discomfort. 

 Bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara. Tiap hewan dapat 

mendapatkan lingkungan yang sesuai termasuk tempat berlindung serta 

beristirahat. Ini difokus pada fisik dan suhu dari habitatnya tinggal.  

3. Freedom from Injury, Disease, and Pain. 

 Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Tiap hewan terhindar dari 

segala macam bentuk penyakit dan rasa sakit yang mungkin dapat 

menghindari atau menyerangnya, dan dibantu dengan mencegah ataupun 

melakukan diagnosa serta penanganan cepat. 

4. Freedom to Express Most Normal Pattern of Behavior. 

Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal. Dengan 

memberikan ruang gerak yang cukup, fasilitas yang memadai serta teman 

dari spesies yang sama sehinga pola hidupnya berlaku secara normal dan 

alamiah menurut spesiesnya. 

5. Freedom From Fear and Distress. 

 Bebas dari rasa takut dan tertekan. dengan memberikan kondisi serta 

penanganan yang menghindari adanya penderitaan mental. 

Namun kebebasan ketiga dan kelima yaitu bebas dari rasa sakit, luka 

dan penyakit serta bebas dari rasa takut dan tertekan telah menjadi isu yang 
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sangat serius dan patut untuk diperhatikan dewasa ini. The Humane Society of 

United States mencatat ada sekitar 70 juta anjing peliharaan dan 74,1 juta 

kucing peliharaan di A.S. di diserang per menit (rata-rata sekitar 10 juta 

setahun).5 

Animal Rescue League of Boston membantu menyelidiki 420 kasus 

kriminal kekejaman atau penelantaran hewan. Masyarakat Massachusetts untuk 

Pencegahan Kekejaman terhadap Hewan menyelidiki 2.089 kasus dugaan 

penganiayaan hewan pada tahun 2012, menurut data terbaru.6 

Jumlah kasus kekejaman terhadap hewan yang diselidiki oleh Royal 

Society for the Prevention of Cruelty to Animals naik 5% hanya dalam satu 

tahun, dan sekarang organisasi tersebut mendapat lebih dari 400 panggilan 

sehari. Hotline kekejaman yang beroperasi sehari semalam, dan menurut 

statistik pelecehan hewan dari 2016, mereka menyelidiki lebih dari 150.000 

kasus yang dilaporkan pada tahun itu saja.7 

Di Indonesia sendiri, di kota Bali mencatat adanya 19 kasus 

penganiayaan hewan yang dilaporkan ke pihak berwajib. Kasus ini belum 

termasuk yang sempat dilaporkan, di kota lain Pulau Bali, dan kota lain di 

Indonesia. Beberapa pertunjukkan hewan di Indonesia seperti Topeng Monyet, 

dan Sirkus Hewan perlu dipertanyakan apakah pelatihannya memperhatikan 

                                                           
5 Hayden Fowler,  “Animal cruelty facts and stats” https://www.humanesociety.org/resou 

rces/animal-cruelty-facts-and-stats, diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 14.44 
6Genevieve Rajewski, “CSI: Animal Abuse”, https://now.tufts.edu/articles/csi-animal-

abuse, diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 09.43 
7 Aleksander Hrubenja, “37 Deeply Disturbing Animal Abuse Statistics & Facts”, 

http://petpedia.co/animal-abuse-statistics/#animal-abuse-statistics-worldwide, diakses pada 16 

Oktober 2020 pukul 09.48 
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kesejahteraan hewan yang bersangkutan, karena apabila mengambil 

pertimbangan di negara lain, United States Animal Welfare Act (AWA) 

menetapkan setiap sirkus utama yang menggunakan hewan telah melanggar 

standar perawatan minimal yang ditetapkan. Hal itu menyebabkan banyak 

negara di Amerika yang telah melarang pertunjukan sirkus hewan.  

Penganiayaan terhadap hewan (animal cruelty/animal abuse) adalah 

tindakan jahat atau kriminal lalai (sembrono, alpa), maupun secara sengaja atau 

tidak sengaja yang menyebabkan hewan menderita kesakitan atau kematian.8 

Penganiayaan hewan ini pada umumnya disebabkan oleh kekerasan yang 

disengaja, maupun tidak disengaja. Mulyana W. Kusumah menyatakan bahwa 

salah satu dari enam jenis kejahatan kekerasan adalah penganiayaan9. Adapun 

kekerasan terhadap hewan ini terjadi menjadi dua, yaitu kekerasan secara fisik 

dan psikis. 

Bentuk kekerasan terhadap hewan secara fisik antara lain: 

a. Dengan sengaja memukul atau melukai tubuh hewan. 

b. Membuat hewan peliharaan lapar dan haus. 

c. Jangan mengobati hewan, agar tidak menyebabkan penyakit kulit 

atau penyakit medis. 

d. Selalu ikat hewan. 

e. Meninggalkan hewan di luar tanpa memberikan perlindungan dari 

hujan dan panas.  

                                                           
8 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Seventh Edition, (St. Paul, Minn:West Group, 

1999), hllm.384 
9 Syarifuddin Petanasse, Mengenal Kriminologi, (Palembang:Penerbit Unsri, 2018), 

hlm.111 
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Bentuk kekerasan terhadap hewan secara psikis antara lain: 

a. Hewan menjadi agresif tanpa memberikan kasih sayang 

b. Sering mengabaikan kebutuhan dan kesehatan hewan 

c. Batasi dan ikat hewan tersebut sehingga tidak bisa bersosialisasi.10 

Berdasarkan putusan-putusan yang telah ada, jelas adanya bahwa 

seorang subjek hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan 

pidana penjara dan atau membayar denda. Tak mungkin orang dipidana 

(dipertanggungjawabkan) jika orang itu tidak melakukan perbuatan pidana. 

Walaupun juga harus dipahami, meskipun seseorang melakukan tindak pidana, 

seseorang itu tidak selalu dijatuhi hukuman. Disamping perbuatan yang 

melawan hukum (perbuatan pidana) harus ada pelaku yang bertanggung jawab 

(bersalah) atas perbuatan yang melawan hukum itu.  

Menurut Simons, “kesalahan adalah adanya keadaan physis yang 

tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan 

antara keadaan tersebut degan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, 

hingga orang itu tidak dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”. 

Kesalahan pertanggungjawaban pidana itu terdiri atas: 

1. Tanggung jawab pelaku (toerekeningsvaatbaarheid) atau ciptaan tubuh 

pelaku. 

2. Ada hubungan antara sikap batin (fisis) pembuat (pelaku) dengan 

perilakunya, yaitu adanya faktor: 

                                                           
10 Epifanius Ivan, Jurnal Ilmiah: Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak 

Penganiayaan Hewan di Indonesia, http://e-journal.uajy.ac.id/6020/, diakses pada 11 Oktober 2020 

Pukul 12.33 
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a. Kesengajaan 

b. Kealpaan 

3. Apakah ada alasan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana. 

 Ada tiga macam kemampuan bertanggungjawab menurut Van Hamel yaitu: 

1. Mampu memahami arti sebenarnya dan konsekuensi dari tindakan mereka. 

2. Sadarilah bahwa tindakan ini melanggar ketertiban umum. 

3. Mampu melakukannya dengan kemauan tertentu. 

Sedangkan menurut penjelasan resmi Memori Van Toelichting ada dua hal 

yaitu: 

1. Jika pelaku tidak bebas memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa 

yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, dengan kata lain, 

dalam hal perilaku yang dipaksakan. 

2. Jika pelaku dalam keadaan tertentu, ia tidak dapat menyadari bahwa 

tindakannya ilegal, juga tidak memahami akibat dari tindakannya.11 

Hal ini menarik, menimbang pendapat beberapa ahli bahwa Kekerasan 

memiliki penjelasan secara psikologis. Dalam buku The Criminal Personality 

(Kepribadian Kriminal) Yochelson (seorang spesialis) dan Samenow (seorang 

analis) menolak kasus-kasus psikoanalis bahwa kesalahan disebabkan oleh 

bentrokan batin. Bagaimanapun juga, sebenarnya para preman ini sama-sama 

memiliki contoh penalaran dimana tidak biasa yang membuat mereka memilih 

untuk melakukan pelanggaran. 

                                                           
11 Osman Simanjuntak, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-Azas Umum, 

(Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1997), hlm. 168 
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Yochelson dan Samenow membedakan 52 contoh penalaran yang 

normal bagi para penjahat yang mereka pikirkan. Keduanya berpendapat bahwa 

pelanggar hukum adalah individu yang "marah" yang merasakan perasaan 

dominan, berpikir bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang 

mereka buat dan memiliki kepercayaan diri yang sangat besar. Kapan pun dia 

merasakan serangan terhadap harga dirinya, dia akan memberikan respons yang 

sangat kuat, sering kali kebiadaban.  

Tak jarang, penulis menemukan anak kecil yang secara iseng, mungkin 

dengan ketidakpahamannya dan rasa ingin tahunya yang besar, melakukan 

kekerasan ringan kepada kucing-kucing jalanan. Hal ini didasarkan pada 

pendapat Lawrence Kohlnberg, seorang psikolog pelopor dalam teori 

perkembangan moral, yang menemukan bahwa pertumbuhan pemikiran moral 

dapat dibagi menjadi tiga tahap. Salah satunya adalah tahap advance atau tahap 

lanjutan. Di sini, aturan dan nilai moral anak terdiri dari “melakukan” dan “tidak 

melakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak antara 

9 dan 11 tahun biasanya berpikir pada tingkat pra-konvensional ini.12 

Hewan sebagai makhluk yang lebih lemah dari manusia memiliki nyawa 

yang sama berharganya dengan manusia. Hanya karena dilebihkan akal dan 

pikiran yang lebih matang, tidak menjadikan manusia memiliki kebebasan 

untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Manusia memiliki kebebasan yang 

diiringi dengan tanggung jawab, karena semakin bebas manusia, maka 

tanggung jawab yang ia emban juga makin besar. 

                                                           
12Pettanase, Loc. Cit., hlm. 56 



9 

 

 

 

 

Dalam hal manusia dianggap memiliki kebebasan adalah disebabkan 

adanya kesadaran yang penuh, baik itu kesadaran yang disadari (consciousness) 

maupun kesadaran dimana tidak disadari (unconscious consciousness) baik 

dalam keadaan lupa ataupun sengaja. Kesadaran menyebabkan adanya 

kebebasan dan kebebasan menyebabkan adanya tanggung jawab. Tanggung 

jawab berdiri sendiri sebagaimana kebebasan melekat pada manusia yang 

merdeka. Dalam hal manusia berada dibawah tekanan atau dipaksa pihak lain 

dalam melakukan suatu tindakan, tanggung jawabnya tidak lepas karena 

keterpaksaannya itu. Tanggung jawab tetap melekat dalam diri yang terpaksa 

atau dipaksa sekalipun, karena saat dipaksa seseorang masih memilih 

kebebasan untuk tunduk atau tidak pada pihak pemaksa. Saat ia tunduk pada 

pemaksa, maka saat itu ia bertanggung jawab atas sikap tunduknya. 

Disinilah letak kebebasan seseorang dalam melakukan tindakan 

ditentukan oleh tanggung jawab apa yang ingin ditanggungnya. Hal ini 

menyangkut keyakinan akan kesediaan menerima dan memikul tanggung jawab 

serta kesadaran akan segala yang menjadi tanggung jawabnya. Namun yang 

dimaksud di sini bukanlah posisi orang yang terpaksa atau dipaksa sebagai 

korban dari suatu kejahatan atau kezaliman. Akan berbeda pula pengertiannya 

jika seseorang menjadi korban karena ketidakmampuannya.13 

Apapun alasannya, kekerasan tidak dibenarkan baik terhadap hewan 

maupun manusia. Bahkan tidak dibenarkan melakukan kekerasan oleh siapapun 

                                                           
13Erwin, Loc. Cit, hlm. 73 
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dan terhadap apapun. Manusia sebagai makhluk yang superrior dan dikaruniai 

akal, sudah sepantasnya melindungi, dan menjaga ekosistem disekitarnya.  

Bahkan dengan menjadi seekor peliharaan dirumah, tidak menjamin 

terjalinnya kesejahteraan hewan pada diri hewan tersebut. Apalagi hewan-

hewan yang sengaja ditelantarkan dan hewa liar. Hewan memiliki insting untuk 

bertahan hidup dan berjuang untuk kehidupannya. Struggle for existence secara 

tak terhindarkan timbul dari kecenderungan tingginya laju perkembangbiakan 

makhluk hidup.14 Perjuangan dan kegigihan hewan untuk mempertahankan 

nyawanya patut dipertimbangkan. 

Hal ini tak ubahnya pagelaran Seni Topeng Monyet dan pertunjukkan 

hewan. Seperti manusia, hewan juga memiliki kecenderungan dan kebebasan 

melakukan sesuatu. Tidak semua anjing suka berburu dan ramah dengan 

manusia. Tidak semua gajah lumba-lumba menyukai hidup dilatih untuk selalu 

menghibur manusia.  Patut diragukan apakah seseorang pernah berpikir melatih 

seekor anjing untuk berburu, bila anjing itu secara alamiah tidak menunjukkan 

kecenderungan ke arah itu. 15 Harus dipastikan pada penangkaran dan pelatihan 

hewan penerapan asas kesejahteraan hewan, yang dalam kait tidak langsungnya, 

mempengaruhi kehidupan manusia pula. 

Hewan liar yang “beruntung” dapat merasakan tinggal di penampungan, 

sepaling tidak dirinya dapat asupan makan dan minum yang cukup. Namun 

perlu ditilik lagi apakah penampunan hewan ini telah sesuai SOP dan 

                                                           
14 Charles Darwin, The Origin Of Species (Jakarta: Yayasan Obor Idonesia, 2003), hlm. 

340 
15Ibid, hlm.19 
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standarisasi yang berlaku. Paling tidak, kesejahteraan hewan yang harus 

diperhatikan dalam penampungan hewan: 

a. Melindungi hewan dari panas dan hujan 

b. Ketersediaan pakan dan minum yang cukup 

c. Luas Kandang yang cukup/pengikatan dengan tali yang cukup 

panjangnya (tidak berdesak – desakan) 

d. Kebersihan tempat penampungan 

e. Terhindar dari benda – benda, perlakuan dan konstruksi tempat dimana 

bisa mencederai hewan 

f. Pencahayaan yang cukup16 

  Peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana telah eksis di Pasal 

302 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-

peraturan lain yang memperjelas pidana yang bersangkutan. Namun tindak 

pidana ini masih saja terus naik presentase tiap tahunnya. Kasus-kasus 

penganiayaan hewan yang terangkat kepermukaan tidak bisa dianggap sebagai 

angka pasti presentase kasus-kasus ini. Sebab jumlah kasus dimana tidak 

dilaporkan jauh lebih banyak, dan disinilah letak kerja sama dalam seluruh 

lapisan masyarakat yang harus senantiasa terjalin. 

Dewasa ini, telah banyak organisasi-organisasi peduli dan pecinta satwa 

tersebar di Indonesia, kurang lebih telah membantu penanganan dan pelaporan 

kasus-kasus penganiayaan dan penyiksaan hewan. Seperti kasus soda api yang 

                                                           
16Daldiri, Berita Dinas: Kesejahteraan Hewan Pada Ternak Potong, 

https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/kesejahteraan-hewan-pada-ternak-potong, diakses pada 25 

Oktober 2020 Pukul 10.02 
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telah disinggung pada awal, Yayasan Natha Satwa Nusantara bersama 48 

organisasi penyayang hewan dari federasi Gerakan Anti Kekerasan Hewan 

Domestik Indonesia (GAKHDI) turut serta mengikuti jalannya proses 

persidangan pelaku penganiayaan anjing ini.17 

Sesuai dengan uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka dari itu, 

penulis tertarik untuk menulis mengenai “PENEGAKAN HUKUM PIDANA 

PADA PELAKU ANIMAL ABUSE DI INDONESIA” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis 

merumuskan dua permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penegakan tindak pidana bagi pelaku animal abuse (penyiksaan 

hewan) di Indonesia? 

2. Apa saja kendala atau hambatan dalam penegakan pidana bagi pelaku 

animal abuse ini?  

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis tuju dalam tulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak 

pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. 

                                                           
17 Fitria Rahmawati, “Vonis Penyiram Soda Api 6 Anjing, Karangan Bunga Eksis di PN 

Jakpus”https://www.ayojakarta.com/read/2020/06/23/20212/vonis-penyiram-soda-api-6-anjing-

karangan-bunga-eksis-di-pn-jakpus, 2020. Diakses pada 24 Oktober 2020 
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2. Untuk mengetahui penegakan pidana bagi pelaku tindak pidana 

penganiayaan terhadap hewan telah diterapkan di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun dua  manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penulis mengharapkan dengan adanya tulisan ini, akan memberikan 

kontribusi berupa sumbangsih bacaan dan referensi dalam memberikan 

pengetahuan dan wawasan masyarakat Indonesia mengenai 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Animal Abuse di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

 Adapun manfaat praktis yang penulis inginkan dari hadirnya tulisan 

ini adalah sebagai acuan dan pertimbangan bagi pemerintah dan otoritas 

yang bersangkutan dalam melengkapi tatanan aturan dan penanganan 

pelaksanaan tindak pidana penyiksaan terhadap hewan.  

E. Ruang Lingkup 

 Dikarenakan keterbatasan penulis dalam penelitian ini dan menimbang 

luasnya cakupan Ilmu Hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup 

tulisannya dalam penegakan hukum pidana pelaku kasus-kasus penyiksaan 

hewan yang banyak dilakukan terhadap kucing dan anjing di Indonesia.  

F. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini penulis mengangkat terori dan doktrin yang relevan dengan 

permasalahan masalah untuk menjawab pertanyaan penulis. 
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1. Teori Penegakan Hukum 

Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai 

pelaksanaan hukum oleh polisi dan oleh setiap orang yang mempunyai 

kepentingan sesuai dengan keahliannya masing-masing sesuai dengan 

pedoman hukum materiil. Pelaksanaan hukum pidana merupakan bagian 

penting dari siklus, dimulai dengan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, 

pendahuluan yang dipersalahkan dan diakhiri dengan penahanan bagi 

terpidana.18 

Implementasi hukum adalah upaya mewujudkan pemikiran tentang 

pemerataan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Implementasi 

hukum pada dasarnya adalah rangkaian pemikiran. Satjipto Raharjo 

berpendapat bahwa pelaksanaan hukum tidak lain adalah kegiatan positif, 

khususnya penerapan suatu kegiatan yang jelas, lebih tepatnya penerapan 

hukum pada suatu peristiwa, dimana bisa diibaratkan dengan penetapan 

batas yang lurus antara dua fokus.19 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pelaksanaan hukum adalah 

suatu tindakan yang sesuai dengan hubungan sifat-sifat yang dituangkan 

dalam cara pandang dan mentalitas aturan/penghargaan yang kuat dan 

dikemas sebagai perkembangan dari penjabaran harga diri tahap tertentu 

untuk membuat, mengikuti dan mengikuti ketenangan masyarakat. 

aktivitas. Kewenangan hukum yang substansial adalah penggunaan hukum 

                                                           
18Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 

1990, hlm. 58 
19 Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar 

Grafika , Yogyakarta, 2002, hlm.190 
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positif oleh dan oleh karenanya harus dipatuhi. Dengan demikian, 

memberikan pemerataan suatu keadaan berarti memilih hukum in concreto 

dalam menjamin dan mengikuti pengakuan hukum materiil dengan 

memanfaatkan strategi prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.20 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil 

atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum itu 

sendiri yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal 

substance), dan budaya hukum (legal culture). 

2. Teori Tujuan Pemidanaan 

Tujuan pemidanaan itu sendiri adalah untuk merumuskan kebijakan 

yang memadukan antara pemidanaan dan nonpenalti dalam memerangi 

kejahatan. Inilah peran negara untuk melindungi masyarakat melalui 

penegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan untuk memerangi 

kejahatan melalui sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). 

Andi Hamzah mengatakan bahwa pemidanaan adalah penjatuhan 

pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.21Teori-teori pemidanaan 

mempertimbangkan berbagai aspek yang hendak dicapai di dalam 

penjatuhan pidana.22 

Adapun beberapa teori yang ada di dalam teori tujuan pemidanaan 

yang digunakan untuk skripsi ini, yaitu: 

                                                           
20Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988, hlm. 33 
21Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2010).  

hlm. 21 

 22 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Bandung: Rafika 

Aditama, 2009), hlm. 22 
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a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut 

  Teori absolut atau teori retributif, melihat bahwa disiplin 

adalah balas dendam atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga 

merupakan kegiatan yang diatur dan terletak pada kesalahan yang 

sebenarnya. Disiplin diberikan mengingat pelakunya harus 

mengakui persetujuan atas kekurangannya. Menurut hipotesis ini, 

alasan untuk disiplin harus dicari dari kesalahan yang sebenarnya, 

karena kesalahan itu telah membuat orang lain bertahan, akibatnya 

(vergelding) pelakunya harus diberi siksaan.23Berat ringannya 

pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan pelaku sadar 

atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat 

pelaku menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. 

Oleh karena itu Hegel berpendapat bahwa, pidana 

merupakan akibat yang tak terhindarkan dari kejahatan.24 

Beberapa ciri-ciri teori retributif menurut Karl O. 

Cristiansen, berupa:25 

1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan; 

2) Pembalasan adalah tujuan utama, tanpa tujuan lain, seperti 

kesejahteraan rakyat; 

3) Kesalahan adalah satu-satunya syarat untuk hukuman; 

                                                           
 23Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 

hlm. 105 

 24 Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni,1992), hlm. 
12 
 25Simanjuntak, Loc. Cit.,hlm. 17 
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4) Hukuman harus disesuaikan berdasarkan kesalahan pabrikan; 

5) Tinjauan pidana adalah celaan murni, dan tujuannya bukan 

untuk mengoreksi, mendidik, atau mensosialisasikan kembali 

para pelaku perilaku kriminal. 

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif 

Teori relatif atau teori tujuan disebut juga teori utilitarian. 

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk 

membalas dendam, tetapi untuk menciptakan ketertiban dalam 

masyarakat agar tidak diganggu dan menjaga ketertiban umum. 

Beberapa ciri teori relatif menurut Karl O. Cristiansen, yaitu:26 

1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention); 

2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana mencapai 

tujuan yang lebih tinggi berupa kesejahteraan rakyat; 

3) Pelanggaran-pelanggaran yang dilimpahkan ke pelaku (misal 

dolus atau culpa) memenuhi syarat untuk adanya pidana; 

4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat 

untuk pencegahan kejahatan; 

5) Pidana bersifat prospektif, dimana pidana dapat mengandung 

unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasaan tidak dapat diterima 

apabila tidak membantu pencegahan untuk kepentingan 

kesejahteraan masyarakat. 

                                                           
 26Marpaung, Op.Cit., hlm. 18 
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Leonard beranggapan bahwa teori relatif ini bertujuan untuk 

mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana ini dimaksudkan untuk 

mengubah tingkah laku pelaku tindak pidana dan orang lain yang 

berpotensi atau cederung melakukan tindak pidana.27 Pidana 

bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang 

telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-

tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak 

mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi 

kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada 

tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana 

dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan 

supaya orang jangan melakukan kejahatan.28 

G. Metode Penelitian 

 Dalam tulisan ini, penulis memilih Metode penelitian hukum empiris 

normatif (Applied law research) adalah penelitian hukum tentang pelaksanaan 

atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, hukum atau kontrak) 

dalam tindakan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 

Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak 

dalam kontrak implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung 

                                                           
 27Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar double track system & 

Implementasinya,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 45 

 28 Dwidja Priyanto, Op. Cit, hlm 26. 
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sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta 

lengkap.   

Penelitian hukum normatif-empiris berfokus pada “penerapan atau 

pelaksanaan” ketentuan hukum normatif (abstrak) terhadap peristiwa hukum 

tertentu (konkret) dan akibat-akibatnya. Oleh karena itu, yang dikaji adalah 

proses pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai hasil akhir. 

Klausula hukum normatif yang menjadi tolak ukur yang berlaku telah 

dirumuskan terlebih dahulu dalam kodifikasi, undang-undang atau kontrak.29 

  

 Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian hukum di kalangan para 

ahli hukum, dikelompokkan penulis dalam dua model, yait penelitian kualitatif 

dan penelitian kuantitatif. Di tulisan ini penulis mengangkat metode penelitian 

kualitatif. 

 Kajian Empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, 

mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. 30 Adapun yang 

membedakan penelitian yang dibuat penulis dengan penelitian yang lain yaitu 

peneliti berfokus kepada pelanggaran kesejahteraan hewan, bentuk-bentuk 

pelanggarannya, dan secara detil menuliskan peranan aparat penegak hukum 

dalam penegakan hukum pada pelaku penganiayaan hewan, terkhususnya pada 

kepulauan Bangka Belitung. 

                                                           
29 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 

2004) hlm.136 
30 Achmad Ali, Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum (Ujung 

Pandang: Kencana Prenamedia Grup:1998) hlm.2 
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Penelitian yuridis-normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang 

mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. Sehingga untuk menguraikan metode 

penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu diuraikan yaitu sebagai berikut: 

a. Tipe penelitian 

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe yuridis empiris. 

Yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah metode mempelajari realitas 

hukum tertentu dalam masyarakat. Metode sosiologi hukum adalah metode 

yang mempelajari aspek-aspek hukum dari interaksi sosial dan mendukung 

identifikasi dan klarifikasi atas penemuan bahan-bahan non-hukum yang 

digunakan untuk tujuan penelitian atau penulisan hukum. 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis (sociological 

jurisprudence), yaitu penelitian hukum yang sosiologis berbasis ilmu 

hukum normatif, tapi tidak mengkaji hukum sebagai norma yang otonom,  

melainkan mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika ketika sistem 

norma itu bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini sering disebut sebagai 

penelitian tentang bekerja hukum (law in action).31 

                                                           
31Lalu Husni, “Karakteristik Keilmuan Ilmu Hukum Empirik(Suatu Kajian Filsafat Ilmu)”, 

(Nusa Tenggara Barat:Jatiswara Universitas Mataram, 2012), hlm. 3 
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c. Sumber Data 

1)  Data Primer, yaitu data dimana didapat langsung dari sumber, 

dilaporkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen tidak resmi, 

kemudian diolah melalui penelitian. Wawancara dilakukan dengan Kepala 

Resor Konservasi Wilayah XVII Bangka BKSDA Sumatera Selatan dan 

Kasi Pidum Kejari Pangkalpinang. 

2) Data Sekunder, yaitu data dimana didapat dari dokumen resmi, 

buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa 

laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder 

tersebut, dapat dibagi menjadi: 

a. Bahan Hukum Primer, bahan-bahan dimana mengikat terdiri 

dari peraturan perundang-undangan dimana terkait dengan 

objek penelitian, misalnya: 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-

tulisan ilmiah hukum dimana terkait dengan objek penelitian 

ini 

c. Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan 

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder 

yang berasal dari kamus, ensikopledia, majalah, surat kabar, 

dan sebagainya. 

d. Lokasi Penelitian 

  Sebagai faktor penegakan hukum utama, penulis memutuskan untuk 

mewawancarai penegak hukum di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. 
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Adapum Lokasi Penelitian ini berada pada dua tempat, yaitu Kejaksaan 

Negeri Pangkalpinang dan Pos Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III Palembang 

Provinsi Bangka Belitung. 

e. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan 

Dokumen penelitian perpustakaan yang diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian 

2. Studi Lapangan 

Data informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara 

purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) 

dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak) 32 

f. Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian 

bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah 

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif 

tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum 

yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalaha hukum yang 

menjadi objek kajian. 

                                                           
32 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Palu: Kreasindo Mediacita:2009 ) hlm. 105 
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H. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar artikel ini dibagi menjadi empat bab, dan setiap bab 

terdiri dari sub-bab, jika diperlukan pembahasan yang lebih rinci, bab-bab ini 

akan diperluas: 

 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang gambaran latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kepentingan penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistem penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi uraian tentang pengertian kekejaman terhadap hewan dan 

penegakan hukum pelakunya sendiri, serta gambaran tentang 

pengertian perbuatan melawan hukum dan unsur-unsurnya, teori 

badan hukum, perlindungan hukum dan penerapannya dalam 

kehidupan masyarakat. 

BAB III    : PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran hasil penelitian dan analisis, secara khusus 

menggambarkan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu penegakan hukum terhadap pelaku animal abuse di 

Indonesia. 

BAB IV : PENUTUP 
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